
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 9} TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

KABAG HUKUM

KASUBBAG '*

b.

BUPATI NATUNA,

bahwa pengelolaan sampah bertujuan

meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan

dan kualitas linglmngan serta menjadikan sampah

sebagai sumber daya;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 8 Tahun 2Ol3 tentang Retribusi

Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peratrrran Daerah Kabupaten Nahrna Nomor 1

tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2Ol3 Tentang Retribusi

Daerah maka Pelayanan Kebersihan dipungut

retribusi atas nama Retribusi Pelayanan

Kebersihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peratrrran Bupati tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan

Kebersihan.

c.
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Mengingat : l.

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

(ABAG HUKUM

TASTJBBAG r*

Undang-Unciang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hiiir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor i8i Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir ciengan Undang-Unciang

Nomor 34 tahun 2OA4 pembaran Negara Republik

Incionesia tahun 2OO4 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

Undang-Unciang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau {kmbaran
Negara Republik Incionesia'Tahun 2OO2 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a2371;

Undang-Unciang Nomor LT Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Incionesia Tahun 2OOs Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Incionesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun zAI1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

{Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 201 I
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

2.

3.

4.

5.

6.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentarrg

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Icrdonesia Ta-htrn 2QL4 Nomor 244, Tasnhalasr

Lembaran Negara Republik Indonesia l.[omor 5587]

sebagaimana telaii diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Unciang-Undang

Nomor 23 Tahun 2AU tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik In<ionesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Incionesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O,

-fambahan Lembaran Negara Republik Incionesia

Nomor a5781;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 10

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tbhun 2OLO

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Incionesia Nomor 5 165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

20A6 tentang Pecioman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir <iengan Peraturan Menteri Daiam Negeri

Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah iBerita Negara Repubiik

Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2OO8 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Pen5rusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6

Tahun 2Ol3 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

8.

10.

11.

L2.PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABAG HUKUM

'(ASUBBAG tK



Menetapkan:
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Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8
Tahun 2AL3 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20 13 Nomor 8)

-^L--i-.---.- +^r-L J;--L.-L ,J^-.*^- D^--fr-----DUrJGLSCLrrrIGLTTCI Lt-lAir Lr.rLllJCtr,l tJr-IlBcttl I Ul A,LLtr O.Lr

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

RETRIBUSiPELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasai i
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintah

Kabupaten Natuna.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

4. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, manatausahakan dan

mempertanggung jawabkan uang penciapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan cian Belanja Daerah pada Dinas

Lingkungan Hidup.

Pemungut atau Juru Rrngut adalah pegawai yang

ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah ya.trg

membidangi Persampahan dan Kebersihan untuk
memungut, menerima, menyetorkan pembayaran

Retribusi Peiayanan Kebersihan kepacia Bendahara

Penerimaan atau kas daerah.

5.



a
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Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau

setengah padat yang berasal dari kegiatan orang

oribacli a,tau orans badan va-ns t-erdiri dari hahanI---.-..-.-J--.-o

organik dan anorganik tetapi tidak termasuk

buangan bioiogislkotoran manusia dan bahan

beracun berbahaya.

Retribusi Kebersihan ad,alah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa Kebersihan yang

khusus disediakan danlatau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

priba<ii atau baaan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan

yang menurut Peraturan Perundang-unciangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi tertentu.

Pemungutan adaiah suatu rangkaian kegiatan

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek

retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang,

kegiatan penangihan kepada wajib retribusi sampai

pengawasa.n penye torannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

ciisingkat SKRD adaJah surat keputusan yang

menentukan besarnya retribusi daerah yang

terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya

ciisingkat S-IRD aciaiah surat untuk meiaicukan

tagihan retribusi danlatau sanksi administrasi

berupa bunga danlatau <iencia.

Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat

STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran

retribusi yang telatr dilakukan dengan

menggunakan lbrmulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat

pembayara.n yang ciitunjuk oleh Kepaia [)aerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

seianjutnya disingkat SKRDLB adalah surat

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

KABAG HUKUM ,
KASUBBAG x('
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keputusan yang menetukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih

hesar dari narla retrihrrs,i vens terrrtans atarr tirlak------ .r J -"-o

seharusnya teruia.ng.
n^-L-'+---^-. n-rJL--^: tF^L^--:L^- ^l^t^L-.^-i--'rerrllfungan i(e[riDusi ii.eDersinan aqaran perinclan

besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib

retribusi, baik pokok retribusi, bunga, kekurangan

pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran

retribusi, maupun sanksi aciministrasi.

Daluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan

dari kewajiban untuk meiaicukan pembayaran

retribusi dengan lewatnya waktu tertentu atau

terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan daiam

peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk

mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta

keterangan iainnya dalam rangka peflgawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah

berciasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAEI ii
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

Pasat 2

Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah meiiputi:

a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari

sumbernya ke iokasi pembuangErn sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya

dan/atau ioicasi pembuangan sementara ke

lokasi pembuangan akhir sampah; dan

c. penyeciiaan lokasi pembuangan/pemusnahan

akhir sampah.

Dalam hal pelayanan Kebersihan tersebut riikeloia

oleh swasta dan atau Lembaga Swadaya

Masyarakat, maka retribusi yang dikenakan adalah

retribusi atas penyediaan lokasi

15.

16.

(u
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pembuanganf pernusnahan akhir Sampah

sebagairnana dimaksud pada ayat {1} huruf c .

Ma-sa Retribusi Pelayanan Ke-,be-,rsihan d-itetapka-n

berdasarkan harian, bulanan, dan atau tonase.
ilr"L-a.-:rn!r'I:nn rjlori .^.F.ieI"- rgfrilr:rci ca?racoirman.=ulrlulu{Jrrldl u4 I vuJvrt l!ulvuur dvvq64rrrqrru

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan

persampahan jaian umum, ia.rnan, tempat ibaciah,

sosial, dan tempat umum lainnya.

BAB Iii
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasai 3

Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi

rrreiaiui irrven-uarisasi data yairg meiiputi data

subjek dan objek Wajib Retribusi.

i'eliuailaralr ciali pelit-iai-aair feU'liJUSI Sei)agalliraiita

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan

ciengan peiaksanaan permohonan peiayanan

kebersihan.

Pasai 4

Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani

tbrmuiir pendaftaran dan pendataan dengan jeias,

lengkap, dan benar, serta melampirkan dolmmen

persyaratan aciministrasi.

Dokumen pendaftaran dan pendataan sebagaimana

<iimaksud pada ayat (i) paiing sedikit memuat data:

a. subjek Retribusi;

b. objek Retribusi; dan

c. dokumen lain yang diperlukan.

(1)

lz)

(1)

(21
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BAB IV

PENETAPAN RE]TRIBUSI

PEI,AYANAN KEBERSIHAN

Pasal 5

(1) Penetapan Retribusi Pelayanan Kebersihan

dilakukan dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

12l. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.

Pasai 6

{1) Penetapan Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan

menggunakan SKRD dilakukan apabila :

a. kegiatan dilaksanakan berturut-turut, berkala

dan/atau per kegiatan;

b. masa Retribusi Pelayanan Kebersihan sampai

ciengan 1 (saru) bulan.

(21 Jenis Retribusi Pelayanan Kebersihan yang

menggunakan SKRD sebagai berilart:

a. Retribusi Pelayanan Kebersihan retribusi

perumahan;

b. Retribusi Pelayanan Kebersihan

apartemen/rumah susun milik (Rusunami);

c. Retribusi Pelayanan Kebersihan asrama;

d. Retribusi Peiayanan Kebersihan dorrnitri;

e. Retribusi Pelayanan Kebersihan rumah susun

rrcwa iRusuriawa);

f. Retribusi Pelayanan Kebersihan kos-kosan;

B. Reii'ibusi Feiayturaur Keiiersiiraur urini rrian'kel;

h. Retribusi Pelayanan Kebersihan rumah toko

tr(ur\\-rr;

i. RetribusiPelayananKebersihanperkantoran;

j. Rekibusi Peiayarran Ke-ircrsiiranr

kantin/warung/kedai;

k. R.ctrii;usi Fciayanrarr Kef.rcrsiiran rurnair

makan/restoran;

i. Reiribusi Feiayarran Kebersiiran pusal jajarr

serba ada;



PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABAG HUKUM
(

KASUBBAG xl
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m. Retribusi Pelayanan Kebersihan caterrng;

n. Retribusi Pelayanan Kebersihan rumah sakit
r{atr oaraaa lzaaa}rafaa lqintrtza'

o. Retribusi Felayanan Kebersihan rumah potong

i..- "r *^,

p. Retribusi Pelayanan Kebersihan showroom

motor/moDu;

q. Retribusi Pelayanan Kebersihan stasiun

IrcfiBrsran Danan DaKar umum tursur;
r. Retribusi Pelayanan Kebersihan super market,

pasar swaiayan I hyperrnarket;

s. Retribusi Pelayanan Kebersihan mall/plaza;

t. Retribusi Pelayanan Kebersihan losmen/

penginapan/ hotel melati/ hotel bintang;

u. Retribusi Pelayanan Kebersihan bar lpub I
club/diskotik;

v. Retribusi Pelayanan Kebersihan massage/

panti pijat/spa;

w. Retribusi Pelayanan Kebersihan panti prjat

tuna netra;

x. Retribusi Pelayanan Kebersihan pertemuan/

pertunjukan/ pameraa I konsentrasi massa;

y. Retribusi Pelayanan Kebersihan

gedungl sarana olah raga;

z. Retribusi Pelayanan Kebersihan taman

hiburan/rekreasi;

aa. Retribusi Pelayanan Kebersihan terminal

pelabuhan I bandat udara;

bb. Retribusi Pelayanan Kebersihan lembaga

pendidikan I pelatihan ;

cc. Retribusi Peiayanan Kebersihan pencucian

motor;

dd. Retribusi Pelayanan Kebersihan pasar (toko di

lt.I, toko di lt.U, Kios lt.I, kios lt.II);

ee. Retribusi Pelayanan Kebersihan industri;

ff. Retribusi Pelayanan Kebersihan perbengkelan;



r- -lo-

gg. Retribusi Pelayanan Keberyiha) fembua.ngan
Sarnpah di ffPA Sehaver =.ffi;

hh. Retribusi 
^;;;;; 

Z".X;ihan hasil

pemrosesan yang keluar dari tempai

pemrosesan akhir;

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ciitandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yalrtg

membidangi Persampahan dan Kebersihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh, bentuk,

dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

t1) Penetapan Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan

menggunakan karcis apabila :

a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut

dan/atau berkaia;

b. masa retribusi berlaku harian dan/atau per

orang;

(21 Jenis Retribusi Pelayanan Kebersihan yang

menggunakan karcis adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kebersihan bagt urajib

rernDusl peoagang K€lKr rrma;

b. Retribusi Pelayanan Kebersihan los/lapak/

cresenf o.ar}l af,€lu rer]o.al aunrng/gerooang.

c. Retribusi Pelayanan Kebersihan mobil toilet

pemerrnEan oaer€rn;

l*-J 3

(1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

parmg secrr<If, memuaf oaf,a:

a. logo Pemerintah Daerah;

D. nomor K€trcts qan sen;

c. besaran retribusi.

lzt narcrs seDaganmana crrmal.sua Paqa ayat tr, f,erolrr

dari 2 (dua) lembar, yaitu:

a. remoar I [saru, unf,uK waJro Ketnousr; qan

(3)

{4}

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

KABAG HUKUM L

KA.SUBBAG Tl
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b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan.

(3\ Ketenfiran letrih lanirrt rnensenei e-ontoh- trentrrk-t*, -----J -'- ------cr-----

clan isi karcis tercantum dalam Lampiran ii yang

merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan Retribusi Pelayanan Kebersihan dilakukan

dengan menggunakan SKRD atau karcis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan

tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi Persampahan dan

Kebersihan untuk mendapatkan jasa Layanan

Kebersihan;

b. perhitungan besaran Retribusi Pelayanan

Kebersihan ditetapkan berdasarkan besaran tarif

sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2Oi'3 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun

20i8 tentang Pembahan atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

c. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud

pada huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi

Persampahan dan Kebersihan menetapkan retribusi

terutang dengan menerbitkan SKRD.

BAB V

PEMBAYARAN RETRIBUSI

PELAYANAN KEBERSIHAN

Pasal 1O

(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan

mendasarkan pada SI(RD, atau Karcis sesuai

dengan jenis Retribusi Pelayanan Kebersihan yang

ciibayarkan.



(2)

(3\

(4)

(s)

(1)

(2i

(3)

(4t

_L2_

Pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan

dilakukan secara tunai/lunas.

H a-si1 ne-.mba:rrasan R-etribrrsi Pela:r a-na-n Keber sihanr ----'- -'J -- ---

disetorkan ke kas daerah dengan menggunakan
ffiDlo.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, dan isi

Surat -Ianda Setoran tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyetoran Retribusi Pelayanan Kebersihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pa-sal L 1-

Pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan yang
-^^t-^- oTrDn J:7^7--7-^^ ^^7:- - 

t^-_ ^ 4n tL:_-urtrIrBB,urrirJlir.fl DAI\,.1-, u,llir"l{,tlllir.Ir PauIrB, LdtLLie. ou ILrEa

puluh) hari setelah SKRD ditetapkan.

Wajib Retribusi membayar Retribusi Peiayanan

Kebersihan kepada petugas pemungut yang telah

ditetapkan dengan surat keputusan Kepaia

Perangkat Daerah yang membidangi Persampahan

dan Kebersihan.

Setiap Retribusi Pelayanan Kebersihan yang telah

dibayarkan kepada petugas pemungut diberikan

tanda bukti pembayaran.

Daiam hai jatuh tempo pembayaran Retribusi

Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada

ayat il) bertepatan hari libur, pembayaran paling

lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Daiam hal Wqiib Retribusi Peiayanan Kebersihan

tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, ciikenakan sanksi administrasi sebesar

2o/o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi

Peiayanan Kebersihan yang terutang yang tidak'

atau kurang bayar.

Ketentuan iebih lanjut mengenai bentuk, dan isi

Tanda Bukti Pembayaran tercantum dalam

(s)

(6)



{1)
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Lampiran III yang merupaksn Sagralr yang tidak

terpisahkan dari Peratrtran Bupati ini.

BAB Vi

PENAGIHAN RETRIBUSI

PELAYANAN KEBERSIHAI\i

Paeral 1C

W4iib Retribusi Pelayanan Kebersihan yang tidak

melakukan kewajiban pembayaran setelah masa

ia-tr-rh t-emoo berakhir d-i1a-kr-rkasr oenasrha-nJ------- -----r - r-----o--

menggunakan STRD yang didahului dengan
^:r-^- -^--7-^--:L^L--^-. 

J^-rutrrryirulrPirullalr StII ir.L PtrrrrUcr rur.rlLlil.ll Ltiril sl.|'I aL

teguran.

Surat Pemberitahuan disampaikan kepada Wajib

Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa jatuh tempo

berakhir.

Surat Teguran ciisampaikan kepada Wajib Retribusi

Pelayanan Kebersihan dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari setelah masajatuh tempo berakhir.

Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan harus

melunasi retribusi temtang paling lama 7 (tujuh)

hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan.

Ketentuan iebih lanjut mengenai bentuk, dan isi

STRD tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB V-II

DALUARSA PENAGIHAN

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSII{AN

Pasal 13

Hak untuk melalclkan penagihan Retribusi
T)^1^,.^*^- T7^1.-^-^:1^^* 

-^-:^l: 
l^1..^-^^ ^^+^1^1^.r ErcL-Ycll.lcul I\EtrEr Dllr.ctll rugrrJ6lr,rl tJclltl'cl.l scL D(,Lgrcur

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

saat terutangnya Retribusi Pelayanan Kebersihan,

t2l

(3)

(4)

(si
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kecuali apabila Wqjib Retribusi Pelayanan

K-ebersihan melakukan tindak pidana di bidang

Re.trihr-r si Pela:rra-nan Ke.he.rsihan.-'-- - ----J -'

Daluarsa penagihan Retribusi Pelayanan

Kebersiharr sebagaimana pada ayat (i) tertangguh

jika:

a. ciiterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan hutang Retribusi Pelayanan

Kebersihan dari Wajib Retribusi baik iangsung

maupun tidak langsung.

Daiam hal ciiterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a, daluarsa

penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat

teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi Peiayanan Kebersihan

secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

lzi hurui b adaiah Wajib Retribusi ciengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf b dapat

diketahui dari pengakuan permohonan keberatan

oleh Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan.

BAEi V-iii

KEBERATAN

Pasai 14

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala

Perangkat Daerah yang membidangi Persampahan

cian Kebersihan.

Wajib Retribusi menyampaikan permohonan secara

tertulis sebagaimana dimaksu<i pada ayat (i) paling

lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD,

dengan melampirkan perhitungan besarnya

retribusi menurut perhitungan Wqj ib Retribusi.

(3)

(4)

(5)

(u

(21
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Berdasarkan pennohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (U Kepala Perangkat Daerah yang

me-.mhidaneri Pe-.rsampaha-n dan Kebersihasr------- -----'--o- - -- --*--r-------

menyampaikan usulan kepada Bupati untuk
me ndapatkan perse *ur.ij'riai:r.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diciasarkan pertimbangan kemampuan Wajib

Retribusi, dan fungsi Objek Retribusi.

Pasai i5
Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak

tanggai permohonan diterima harus memberikan

keputusan.

Keputusan Bupati dapat berupa menerima

sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah

ketetapan retribusi.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

Persampahan <ian Kebersihan menerbitkan

keputusan dalam waktu paling lama 14 (empat,

beias) hari terhitung sejak Keputusan Bupati

dikeluarkan.

Apabiia daiam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak

permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14

ayat (1) diterima, Bupati beium memberikan

keputusan maka permohonan tersebut dianggap

dikabuikan.

BAB IX

KELEBIHAN PEMBAYARAN

RETRIBUSI PELAY-AI\IAN KEBERSI}{AN

Pasai i6
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembaiian keiebihan pembayaran Retribusi

Pelayanan Kebersihan kepada Bupati melalui

Kepada Perangkat Daerah yang membidangi

Persampahan dan Kebersihan.

(1)

12i

(3)

(4)

(1)
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis paling lama 1 bulan sejak

tanssal ne.rntrawaren veyrs te-rtere nada STS-----@--- r ----'- --J --- ---- J -'--O -- r------ '- -'-'

Pasa-l 17

Atas permohonan dimaksud dalam Pasal 16 ay-at (1)

dilal<'.rkan per:neriksaan +,erhadap Wajib Retnbusi

yang mengajukan permohonan keberatan dan

objek Retribusi Peiayanan Kebersihan ciimaksuci.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana

tersebut pada ayat (i) Kepaia Perangkat Daerah

yang membidangi Persampahan dan Kebersihan

atas nama Bupati menerbitkan surat persetujuan

atau penolakan.

Apabiia pengembaiian kelebihan pembayaran

disetujui maka diterbitkan SKRDLB yang terdiri

dari 3 (tiga) rangkap ciengan rincian sebagai

berikut:

a. lembar ke- 1 untuk Wajib Retribusi;

b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

c. lembar ke-3 untuk BPKPAD meialui Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi

lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung

diperhitungkan untuk melunasi hutang tersebut.

Pengembaiian sebagaimana tercantum <iaiam

SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

ciiiakukan seteiah iewat 2 (duai bulan, Bupati

memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua

persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan,

Kebersihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, dan isi

SKRDLB tercantum dalam Lampiran VI yang

(7)
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merupakan bagian yang

Peraturan Bupati ini.

f

tidak terpisahkan dari

BAB X

PEMERIKSAAN

Pasal i8

Pemeriksaan dilakukan terhadap W4iib Retribusi

untrrk menguji kepatuhan <iaiam pemenuhan

kewajiban Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Petugas pemeriksa kepatuhan pembayaran

Retribusi Pelayanan Kebersihan ditunjuk oleh

Kepaia

Perangkat Daerah yang membidangi Persampahan

dan Kebersihan.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperiihatkan doicumen yang berkaitan

dengan objek retribusi;

b. memberikan keterangan sejeias-jeiasnya guna

memperlancar pemeriksaan.

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman

pemeriksaan yang

perundang-undangan.

ditetapkan peraturan

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 19

Dalam hal belum ditunjukknya Bendahara Penerimaan di

Perangkat Daerah yang membidangi Persampahan dan

Kebersihan maka penatausahaan dan pelaporan Retribusi

Pelayanan Kebersihan dilakukan oleh Seksi yang

membidangi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

(U

(2i

(3)

(4t

(s)

pnnar KOORDINASI

ASSISTEN
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BAB XIi

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal 2A

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundElngan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai

nffi:"i^:trT 
^.

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2078 NOMOR9S

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

KABAG HUKUM 7

KASUBBAG x

Ditetapkan di Ranai

3L l)*ev"tber



II\MI,IKAI\ I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 97 TAHUN 2018
TEN-IANG -IA'TA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN
KEBERSiHAN

H TUnTNTAH KABUPATEN NATUNA

lp ouns LrrvcrrrrrcAlr HrDrrP
V.li. Batu Sisir-Bukit Arai Telp. (07731

31446,

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH
(sKRD)

PELAYANAN KEBERSIHAN

NO. URUT

MASA
l/arlulI

NAMA
ALAMAT
NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI
TANGGAL JATUH TEMPO

(PwPR)

NO KODE REKENING U-RAIAI'I- RE.T.RIBUSI JUMLAH (Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

Jumlah Ketetapan Retribusi
Jumlah Sanksi :

a. Bunga
L \' ^-- ^14-^,^t . lil'crftr.llftt-rr
Jumlah Keseluruhan :

f)pnoan hrrnrf

PER}IATIAN:
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan

Hidup
2. Apabiia SKRD ini tidak atau kurang dibayar iewat waktu paling lama 30 hari setelah

SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2%o perbulan

Tanggal

KEPALA DTNAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NATUNA

(Tanda tangan)
{Nama lenekap}

NIP

lruLvrats,

TANDA TERIMA
NAMA : ............
AI4MAT:
NPWR : .............

Il\r. \JIAUI . ...............
'Tqnocal

Yang menerima,
lTandn tnnonnl

Lembar ke 1 : untuk wajib retribusi
i,embar ke 2 : Bendahara Penerimaan
f,embar ke 3 : Pertinggallffi+
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LAMPIRAN iI
PERATURAN BUPATI i.IATUNA
NOMOR gZTAHUN 2018
TEI.ITANG TATA CARA
PEI.AKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI
KEBERSIHAN

PELAYANAN

EX;i PTIIERIIETAIT BABI'PATEII IIATUIIA

Uffi$ DINAS LINGKI,NGAN HIDT,P
s\Y/z"-V PERDA I!IOIIOR...

DE*TEEfE'ta AIT D ADTfE A'FGN| . I l gEgrult lill gpvl rlglt

EgM NATI,NA DINAs LINGKI,NGAN

s% HIDT,P

PERDA IYOUOR...

SERI: I{OMOR:

NEirRIBUSI
PTL/IYAI{AN IITBERSIIIAN

Karcls Retribusi llarian

(Jents KelaslTempat/Luas Barguranf
Rp.

PET{GEII'LIWETTTGASI

SERI : ITOMOR :

RTTRIBUSI
PTLAYANAI5 I{TBDRSIHAIT

Karcis Retrlbusi Harian

(Jents Kelas/Tempat/Luas Bangunanf
Rp.

PEIUGAS

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABAG HUKUM
,

KASUBBAG K
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LAMPIRAN iII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR OLTAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI
KEBERSIHAi\i

PELAYANAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DIITAS LINGKI'ITGAN IIIDTIP

Gedung Tokong Jl. Batu Sisir-Bukit Arai Telp. {0773131446,
RAI{AI

TANDA BUTOI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI.. _........

a.Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup
?elah menerina uarrg sebe-oar Rp.

h frlensqn hrrnrf I
r:,T)ari Nama

Alatnat
d Seharrai trqrra

Kode Rekenine Jumlah (Rol

e.Tanggal diterima uang :

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Rp.

Denda/Sanksi 2 "rL / buian Rp.

T\rnggakan bulan Rp.

r..*1^t^ ra---1..-.1^^-u qttlt4t llugLlqr urr@r D^r\l/.

Tanggal diterima uang:

Be-.anleharaPenenrsla

(Tanda tangan)

Nama lengkap
NIP

Ponai

Pembayar,

Lembar ke 1 :

Lerrllrar t<e z i
lcmbar ke 3 :

untuk wajib retribusi
urlluK Derlualiara perierurraaui
untrrk pertinggal

4
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E ru.r. rrlDrtrr'FAH I.TABUpATEN NATUNA
W ""#iili; 

Lr!{cKrrNGAr{ HrDUP
Gedung Tokong Jl. Batu Sisir-Bukit Arai Telp. {0773131446,

RANAI

LAMPiRAi\i iV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR gZTAHUN 2OI8
TENTANG ,TATA CARA
PEI,AKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI
KEBERSIHAN

PELAYANAN

....., tanggalNomor :......

D-.-{---J--uuauaoaAdl

diminta segera untuk membayar kepada :

KAS DAERAH....../BANK (Rekening Nomor ...........)
rrans *eiurnlah Rn- ( \-1-"t

untuk
Jumlah retribusi terutang Rp. ..........
Jurnlah Pembayaran Retribusi Rp- ----------
Tidak/Kurang Bayar Rp............
Sanksi Administrasi2o/o x ...bulan x Rp... Rp ...........
Jumlah Reribusiyang harus dibayar Rp. ..........

Diminta untuk menunjukkan surat penqgihan ini pada saat membayar.

Kepala llfras Lfrylruagen llldup
Kabupatea llatuaa

(tanda taneranl\'--- ---- ----o---,

(nalqa_]sa*ap)
NIP

Tembusan:
1. Kuasa Bendahara Umum Daerah
2. Pertinggal

Penyetor,

Kepada:

PARAF KOORDI}I,ASI

ASSISTEN

KABAG HUKUM

KASUBBAG t
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMORgZTAHUN 2OI8
TENTANG TATA CARA
PEI,AKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN
KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DIITAS LINGKUNGAN HIDUP

Gedung Tokong Jl. Batu Sisir-Bukit Arai Telp. (07731 31446,
RAITAI

SURAT TANDA SETORAN

(srs)
' Elank:

:l illilll3
Harap diterima uang setresar
(dengan huruf) (..............

........)

Nama :

Alamat :

NPWRD i

Do-a- ;-^)-^ ^-^-i*--- --*,-*i L-;1^,*.vvlr6.!r lulvlGl lrvrrvluu<,.'.4r uvvq6c vvIuLuL .

No Kode Rekenine Uraian Rincian Obiek Jumlah (Rp)
1

2
3
4'T

5

Jumlah

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NATUNA

{Tanda tangan}

lrlarua IeIIgKat,
NIP.

Bendahara
Penerimaan

(Tanda tangan)

air----- 1-----r ---tlrrallla relrqKal),
NIP-

l(lalalqn -QT-Q Jilamaia Slia S,atann Flaalr)

Iembar ke 1 : untuk waiib retribusi
Iembar ke 2 : untuk tempat penyetoran
I*mbar ke 3 : untuk bendahara penerimaan
Lembar ke4:. pertinggal

-

I PARAF KOORDtNAst iffi iffi
IATUNA,

I
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LAMPIRAI\I VI
nEnlmrrltal? nTtnldt ttamf rltarl]/I(,fII UT\AT\ T'UTf T I l\lfll IJIIA
NOMOR 92 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PEI,AKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUSI

Lembar ke 1
r ^* ,-^- t-^ 4tJ€llllrctl Ag Z
Lembar ke 3
Iembar ke 4

untuk wajib retribusi
ullLtra lrglltlaudl 4 PtlrEl lrlra.cur
untuk BPKPAD
untuk pertinggal

PET.A-y ANAN KEBERSII{AN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
rrrltt arEt r r[a:tttt[a:.att lrrnllDvlltng uarturlvll gil! ttrvva

Gedung Tokong Jl. Batu Sisir-Bukit Arai Telp. (07731 31446,
RAIfAI

ST'RAT KETETAPAN DAERAH RETRTBUSI LEBIH BAYAR
(SKRDLB)

RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Nomor Urut

Nama
Alamat
No Surat Permohonam
Tgf Permohonan

Berdasarka surat permohonan dan setelah diperhitungkan kembali terhadap SKRD Saudara,

tnaka diberitahu-kax hasil perhitungan ada-lalr sebagai berikut:

.Iumlah Retribusi te.rutang Rp.

Jumlah Pembayaran retribusi Rp.

Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp.

Sanksi Administrasi 2o/o Rp. (+)

Jumlah Retribusi yang dikembalikan Rp.

Terbilang:

Untuk kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan
A llnlttlg rraehrnnsi r.of#hrrsi lpi*t watto lerttlptto

b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
c. Untuk dilakukan oensembalian

Ranai-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
I(abupaten Natuna

NIP.

PARAF KOORDINASI
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